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RINGKASAN

Pada umumnya suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan
pasti timbul keinginan untuk hidup langgeng dan rukun sampai akhir hayat. Jika
perkawinan mereka rukun maka seluruh keluarga dan sanak saudara juga ikut
merasakan kebahagiaan. Namun hal yang di idam-idamkan oleh pasangan suami
istri tersebut sangat berbeda dengan kenyataan bahwa tidak selalu tujuan itu
tercapai bahkan sebaliknya perkawinan tersebut akan kandas di tengah jalan
karena tidak ada lagi kerukunan dalam sebuah rumah tangga yang berujung pada
perceraian.

Penulis menemukan sebuah fakta hukum yaitu adanya suatu pengajuan
permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Jember yang kemudian diperoleh
berdasarkan Nomor Putusan : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr dimana duduk
perkaranya sebagai berikut :Pada tanggal 11 Agustus 1980, Pemohon
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Taman Glugoh 2 RT.
01 RW Il Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian 14
tahun kemudian tepatnya tgl. 31 Juni 1994 dikaruniai seorang anak. Maka
pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jember, guna
dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan
mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Rumusan Masalahyang akan dibahas adalah: Bagaimanakah kedudukan
hukum anak yang lahir dari perkawinan sirri sebelum orang tuanya memintakan
isbath nikah dan Apakah Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam
mengabulkan perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan akta kelahiran
anak (Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr).

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif,
pendekatan masalah adalah Pendekatan Perundang-und@tajate Approach
dan pendekatan konseptuatoficeptual approagh Sumber bahan hukum,
penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder. Analisis bahan hukum dengan beberapa tahapan yang kemudian hasil
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analisis bahan penelitian tersebut kemudian diaraitalam pembahasan guna
menjawab permasalahan yang diajukan hingga saragai kesimpulan.
Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalatgteigh dilakukan,

maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagyakut: Perkawinan bawah
tangan berdampak sangat merugikan bagi istri daengmian umumnya, baik
secara hukum maupun sosial. Secara hukum:perentjplakndianggap sebagai
istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisansdeami jika ia meninggal dunia,
tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi apan, karena secara hukum
perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Semenéashadap anak, tidak sahnya
perkawinan bawah tangan menurut hukum negara nkemédmpak negatif bagi
status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakaitst anak yang dilahirkan
dianggap sebagai anak tidak sah, ketidakjelasdnsssh anak di muka hukum
mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidakskhingga bisa saja suatu
waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adathkandungnya.

Saranuntuk kepentingan masa depan, bagi masyasakay terlanjur
menikah sirri perlu mengadakan program pemutihbatisikah oleh Departemen
Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendatarge masyarakat
yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkaleh Pengadilan Agama
dengan biaya yang di tanggung oleh pemerintah. &&pn lebih baik kalau
dilakukan bagi semua masyarakat yang tidak punka bikah. Cara melakukan
isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Ag@aranya dengan datang ke
Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnyag®gitan Agama akan
mencatat tanggal pernikahan kemudian menerbitk&an bikah.

Xiv



DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN ...t eee e [
HALAMAN SAMPUL DALAM e ere e il
HALAMAN MOTTO ittt e e e e e e e e e eees ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ... et v
HALAMAN PERNYATAAN oottt %
HALAMAN PRASYARAT GELAR ..o it eeeeee s vi
HALAMAN PERSETUJUAN ..o e e e Vil
HALAMAN PENGESAHAN ...t Vil
HALAMAN PENETAPAN PANITIAUJIAN oo iX
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH e X
HALAMAN RINGKASAN e ee e e Xiii
HALAMAN DAFTAR ISI oo s e ee e e XV
BAB 1. PENDAHULUAN ...t 1
L.lLatar Belakang .....ciiviueeeeeieeeee e eeemmcnei e 1
1.2Rumusan Masalah ... 4
1.3Tujuan Penelitian ...........cooeviiiiiiiiiiicemeence e e s e e e 4
1.3. 1 TUJUAN UMUM Lot e 4
1.3.2 TUJUAN KNUSUS ....coiiiiiiiiiiiii e 5
1.AMetode Penelitian.......... oo 5
1.4.1Tipe Penelitian ......ccoooiiiiiiieeeie e e 5
1.4.2Pendekatan Masalah..............c.uuuvveees s 5
1.4.3Bahan HUKUM ...t 6
1.4.4Analisa Bahan HUKUM ...........ciiiiiiiiiiii i 7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA L. i e e 8
2.1 PerKaWINAN ...ciiiiiiiiiiiiiiiiiee e ss i e e 38
2.1.1 Pengertian Perkawinan................oceummmmneeiiiiiniieeeeiiiiinnnns 8

XV



2.1.2 Tujuan Perkawinan ...................eummmmmmeeersnnnnnnnneneeeeeaeneeees 10

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan ..........cccccccceiiiiinnnnnnnnnnn. 11
2.1.4 PerkawinNan SifTl.........coouiiiiiiiiiimesiieiiieeeeeee e e e e e e e e 16
2.2 1Shath NIKah .....coooii e 19
2.2.1 Pengertian Isbath Nikah .............eeoemmmmminniiiiies 19
2.2.2 Prosedur Permohonan Isbath Nikah........ccceeeiiiiiiiiiiiinnns 21
2.3 ANAK oottt 26
2.3.1Pengertian ANAK ....ccc...uuuuueeeenn s e s iieanaaaeaaeeeenennnnnnnnnas 26
2.3.2 Macam-macam ANaK ...........ciiiiiiimmmmmmm e 27
2.3.3 Hak-hak ANak ........ccooiiiiiiiiiiiiicmmmmm e 31
2.4AKEA Kelahiran ......oooe oot 33
BAB 3.PEMBAHASAN ...t e e e e 35

3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawitsami
Sebelum Orang Tuanya Memintakan Isbath Nikah................. 35
3.1.1 Status Hukum Anak Menurut Undang-
Undang Perkawinan...........cooooiiiiieiviiit e 35
3.1.2 Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam..................... 37
3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkam da
Perkawinan Sifl . ......oooiiiiiiiiiiiii i e 39

3.2 Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hallam
mengabulkan perkara permohonan isbath nikahkup&ngajuan
akta kelahiran anak ( Studi Putusan Nomor O(Edt/P / 2009 /

N | T o SRR 14
BAB 4. PENUTURP. ...t e e et e e e e 47
A, T KESIMPUIAN ... i e e e e e e e e e eeeeeeead e 47
Y | = [P TT 84
DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

XVi



‘(\\\9"\ \

‘(\’&\9"\ \

\\\\Q\ |

‘(\\\9"\ \

‘(\‘“)'.\ |

‘(\\\o'.\ |

‘(\\\9"\ \

‘(\\\9"\ \

‘(\‘“)'.\ |



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah bagian dari komunitas manusia yaagunjukkan bahwa
manusia di dalam hidupnya selalu membutuhkan manlasn. Sebagai makhluk
sosial, manusia senantiasa hidup dalam organiSasara alamiah ada ketertarikan
antara manusia yang berjenis kelamin laki-laki gamg berjenis kelamin perempuan.
Secara alamiah pula ada keinginan untuk hidup bersaembentuk suatu keluarga
dengan suatu ikatan perkawinan.

Suatu perkawinan merupakan ikatan yang sah untukbin@ keluarga
sejahtera yang bahagia dimana suami istri memikidreh dan bertanggung jawab.
Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut Undang+nédéomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikafain batin antara seorang pria
dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan metukesuatu keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketnhéarag Maha Esa.

Perkawinan merupakan suatu prosesi yang sakramdagama juga bagi
negara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Upteadang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini memkarkibahwa negara Indonesia
benar-benar menghormati lembaga perkawinan. Salah asas perkawinan yang
disyari’atkan ialah perkawinan untuk selama-lamaygag diliputi oleh rasa kasih
sayang dan saling cinta-mencintai. Salah satu tups@nusia melakukan perkawinan
adalah untuk mempunyai anak yang akan meneruskas lggturunan yang akan
membawa nama serta memikul tanggung jawab kelu&tglainilah yang kemudian
memacu setiap orang menginginkan memiliki keturunan

Setiap anak yang lahir dari perkawinan adalah akahkdung. Apabila
perkawinan ayah dan ibunya sah, maka anaknya adaak kandung yang sah.
Sedangkan apabila perkawinan ayah dan ibunya sdak maka anaknya menjadi

anak kandung yang tidak sah (Hilman HadikusumaQi33).



Anak kandung yang sah adalah ahli waris dari otaag/ang melahirkannya,
sedangkan anak yang tidak sah ada kemungkinanaidierdut :

1). Tidak berhak sebagai ahii waris dari ayahnya,tetapya berhak sebagai ahli
waris dari ibunya saja.

2). Hanya berhak sebagai ahli waris dari ibu yang ndahnya, atau mungkin dari
ayahnya saja tanpa dari ibunya(Hilman Hadikusura@0143).

Perkawinan menentukan status anak. Perkawinansatngdalah perkawinan
yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 ngptmdang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yaitu perkawinan yang ddak menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkaorat peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sementara dalam Pasal 4@ngidndang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak gahgadalah anak yang
dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinarg yseth. Menurut Mohd. Fuad
Fachruddin (1985 : 46),"...Perkawinan yang sah medapgalan satu-satunya dalam
tanggung jawab terhadap keturunan, baik ditinjau dagi nafkah yang wajib,
bimbingan, pendidikan maupun warisan...”

Pada kenyataannya masih banyak orang yang melalpgawinan sesuai
hukum agama dan kepercayaannya, tanpa mencatatkgnaya instansi yang
berwenang (dalam masyarakat sering disebut dermaim Isirri). Masyarakat belum
menyadari akan pentingnya pencatatan dari perkawjiaag mereka lakukan. Bahwa
pencatatan itu bertujuan untuk menjamin kepastiakuim dari perkawinan, dan
dicatatkannya perkawinan maka perkawinan dapaktkan melalui akta nikah.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinaahbtangan menurut
hukum negara memiliki dampak negatif bagi statuskayang dilahirkan di mata
hukum, yakni: Status anak yang dilahirkan dianggsbagai anak tidak sah.
Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungantpestdagan ibu dan keluarga
ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hmkerhadap ayahnya (pasal 42
dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mgrRarkawinan, pasal 100

Kompilasi Hukum Islam). Di dalam akte kelahirannyagstatusnya dianggap sebagai



anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nanoa ydng melahirkannya.
Keterangan berupa status sebagai anak luar nikalidik tercantumnya nama si
ayah akan berdampak sangat mendalam secara sasipkitologis bagi si anak dan
ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, meabg#éan hubungan
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisg samu waktu sang ayah
menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan amakikgnya. Salah satu hal yang
sangat merugikan adalah, anak tersebut tidak beatak biaya kehidupan dan
pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada sebuah fakiamhyaitu suatu
pengajuan permohonan isbath nikah di Pengadilarmag&ember yang kemudian
diperoieh berdasarkan Nomor Putusan : 0017 / RA2G09 / PA.Jr dimana duduk
perkaranya sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Agustus 1980, Pemohon melangsuipgkaikahan menurut
agama Islam di Dusun Taman Glugoh 2 RT. 01 RW IseDBadean Kecamatan
Bangsalsari Kabupaten Jember. Kemudian 14 tahumudiam tepatnya tgl. 31 Juni
1994 dikaruniai seorang anak.

Bahwa pemohon tidak pernah menerima Kutipan AkteaNidari Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan B&sagsdabupaten Jember,
ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat padgstes Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Maka pemmubmbutuhkan Penetapan
Nikah dari Pengadilan Agama Jember, guna dijadgemagai alasan hukum untuk
mengurus Akte Kelahiran anak dan mempunyai kekuati&Znm yang pasti.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penuigikeuntuk membahas hal
ini dalam bentuk skripsi dengan judtiKAJIAN YURIDIS PERMOHONAN
ISBATH NIKAH UNTUK PENGAJUAN AKTA KELAHIRAN ANAK (S tudi
Putusan Nomor : 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)".



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan judul dan paparan diatas, permasalgiag akan di bahas

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah kedudukan hukum anak yang lahir dakisvinan sirri sebelum
orang tuanya memintakan isbath nikah?

2) Apakah Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hadam mengabulkan
perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuaa kdédahiran anak (Studi
Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yangnirdicapai, yaitu tujuan
umum dan tujuan. Tujuan tersebut dapat dijelaskbagai berikut :
1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini ialah tujuan ydoegsifat akademis, yaitu
meliputi :

a. Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat darstakademis yang bersifat
mutlak, guna memperoleh gelar sarjana pada Fakhtdaim Universitas
Jember;

b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang tgenoleh selama di
bangku perkuliahan untuk membantu masyarakat daf@mahami hukum
beserta peraturan-peraturannya dan sebagai sunmmbapgmikiran yang
berguna bagi almamater tercinta;

c. Sebagai salah satu media untuk melatih dan mengegkha dan
menganalisa masalah dalam bentuk skripsi sebagadasan dalam
melaksanakan kegiatan penulisan di masa-masa ‘angiatang.



1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penuliggapss ini antara lain
yaitu :

a. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang anak yang titlam perkawinan
sirri dan tidak dimintakan isbath nikah kedua or&umgnya dapat dimintakan
atau dibuatkan akta kelahiran.

b. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan anak yaalgr | dalam
perkawinan sirri yang tidak mendapatkan isbath hmildan yang sudah
mendapatkan isbath nikah kedua orang tuanya.

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah secara yuridis normagél researchyaitu penelitian
yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidatdtaiatau norma-norma yang
ada dalam hukum positif yang berhubungan dengastandi dalam skripsi. Metode
pendekatan yuridis normatiflefal research dilakukan dengan cara mengkaji
berbagai peraturan hukum yang bersifat formil depémdang-Undang, peraturan-
peraturan serta literatur yang berisi konsep teorfang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas.
1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penudisapsi ini adalah
pendekatan perundang-undangaatite approach dan pendekatan Konseptual
(conceptual approagh Pendekatan perundang-undangastat(ite approach
merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mensésmaha undang-undang dan
regulasi yang bersangkut-paut dengan isu Hukum yseupng ditangani (Peter
Mahmud Marzuki, 2008 : 93). Sedangkan pendekatams&gatual ¢onceptual
approaclh) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktritridglang berkembang

di dalam Hlmu Hukum. Dengan mempelajari pandangamdpngan dan doktrin-



doktrin di dalam ilmu Hukum, peneliti menemukan -ide yang melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep Hukuan, asas-asas Hukum yang
relevan dengan isu-isu yang sedang dihadapi. Penaahaakaon pandangan-
pandangan tersebut merupakan sandaran bagi pedeldm membangun suatu
argumen Hukum dalam memecahkan isu yang dihadaer(Miahmud Marzuki,
2008 : 95).
1.4.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sumber yang dipakai olehossesg yang akan
menulis sebuah karya ilmiah. Bahan hukum itu urdalanjutnya akan dijadikan
sebagai pedoman dalam rangka untuk mencari poke&bgn yang akan dicapai
untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus presknpsngenai apa yang
seyogyanya diperlukan sumber penelitian. Sumbeelipam hukum dapat dibedakan
menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bbhbhan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. (Peter Mahimud Marzuki, 20@4.)
Sumber bahan hukum dalam penelitian skripsineliputi :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangfaeisitoriatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer teddn perundang-undangan,

catatan-cataan resmi atau risalah dalam pembuatanndang-undangan dan

putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 200B11). Bahan hukum

primer yang digunakan dalampenulisan skripsi irditedari :

1. AlQuran

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeraAdmma.

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perub#emiua Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradigmma.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesepdmefnak.

Kompilasi Hukum Islam

o

7. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukslanh



8. Putusan Nomor..0017/Pdt.P/2009/PA.Jr

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publigatang hukum bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentamrigim meliputi buku-
buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukam KHomentar-komentar atas
putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2008.).14

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menjadi sebuah proses yangnakgm untuk
menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang Laoggkah-langkah yang
digunakan adalah (1) mengidentifikasi fakta hukuam dnengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang Hendgecahkan; (2)
pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipgnohempunyai relevansi;
(3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukenddsarkan bahan-bahan yang
telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam tbkenargumentasi yang
menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsil@isarkan argumentasi yang
telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter MahmudziMa, 2008 : 171).

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisknpsi ini adalah
metode deduktif yaitu dengan cara pengambilan kmdan dari pembahasan yang
bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat kBusehingga dapat mencapai

tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan nasgang ada.



BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan
2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentamka®enan Pasal
1 disebutkan bahwaPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorapga
dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujoembentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Madel.BPertimbangannya
adalah negara dengan berdasarkan kepada Pandasilzgadsila pertamanya ialah
Ketuhanan Yang Maha Esa, maka secara otomatis wiedka mempunyai
hubungan yang erat dengan bidang agama/kerohaslimgga perkawinan tidak
hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juganiia unsur batin/rchani
(penjelasan Pasal | Undang-Undang Nomor 1 Tahud T@ntang Perkawinan).
Ikatan lahir batin yang dimaksud dalam pasal 1 dgddndang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan adalah hubungan formal yimat dilihat karena
dibentuk menurut Undang-Undang, hubungan mana rkangiua pihak dan
pihak lain dalam masyarakat. Hubungan formal yamgakisud disini pada
umumnya diinformasikan kepada masyarakat luas agasyarakat dapat
mengetahuinya.

Disamping pengertian diatas, Kompilasi Hukum Isldimindonesia juga
memberikan pengertian-pengertian lain yang tidakngueangi pengertian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiresebut. Namun
justru bersifat menambah penjelasan, dengan runhadama perkawinan menurut
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat &aa miitsaqon ghalidzan
untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanngeupakan ibadah (Pasal 2).
Ungkapan akad yang sangat kuat ataisaqon ghalidzamerupakan penjelasan
dari ungkapan ikatan lahir-batin yang terdapat ™atamusan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memadiiti bahwa akad

perkawinan itu bukanlah perjanjian yang bersifgtdidataan.



Perkawinan atau pernikahan adalah melakukan swtathu perjanjian
untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki d@erempuan untuk
menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belatk miengan dasar sukarela
dan keridhaan guna mewujudkan kebahagiaan hidukelbarga yang diliputi
rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cararmagadiridhoi Allah SWT
(Muhammad Amin Suma, 2007 : 43).

Sayuti Thalib (1986 : 47) mengatakan bahwa yangakisad perkawinan
adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokabkuhidup bersama secara sah
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan gu@mabentuk keluarga yang
kekal, dimana antara suami-istri harus saling mietwya, kasih mengasihi,
terdapat keadaan aman dan tentram penuh kebahalg@kmoral, spiritual dan
materiil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yadg prinsipnya dan pokok-
pokoknya perkawinan itu hendaklah :

a. Terdapat pergaulan yang makruf antara suami-istn saling menjaga
rahasia masing-masing serta saling membantu.
b. Terdapat pergaulan yang aman dan tenteram antama-gtri (sakinah).

Terdapat pergaulan yang saling mencintai antanaisisé&ri (mawaddah).

d. Pergaulan yang disertai rasa santun menyantuniraangaami-istri

(rahmah).

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (1974:7), nya¢akan bahwa
perkawinan adalah suatu hidup bersama seorandplakitan seorang perempuan
yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalaatyven tersebut.

Macam-macam pengertian perkawinan diatas, maka t dajiarik
kesimpulan bahwa pada dasarnya terdapat suatu rgangdasar yang sama
mengenai perkawinan, yakni perkawinan merupakammen antara seorang
laki-laki dan seorang perempuan untuk membentutudteduarga atau kehidupan
rumah tangga yang bahagia, kekal dan harmonis $emicen peraturan yang
berlaku bagi masyarakat dan negara. Korelasi demus pengertian dari
perkawinan yang disampaikan diatas adalah bahwkayweran adalah suatu
ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki danraeg perempuan dengan syarat-
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syarat tertentu untuk membentuk suatu rumah tapgag harmonis, bahagia dan
kekal.
2.1.2 Tujuan Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentaatkdvinan
Pasal 1 dikatakan bahwa tujuan perkawinan sebaganissteri adalah untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdas&&tuhanan Yang Maha
Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantn daelengkapi agar masing-
masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan mémbatuk mencapai
kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinadsarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begga,smelainkan sebagai karunia
dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu perkawinanshdilakukan sesuai dengan
ajaran agama yang diturunkan oleh Tuhan kepadastan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuiaksanakan
petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan kghuayang harmonis,
sejahtera dan bahagia. Harmonis disini adalah hastalam menggunakan hak
dan kewajiban anggota keluarga. Dan sejahtera laddipat terciptanya
ketenangan lahir dan batin, sehingga timbullah kabman yakni kasih sayang
antar anggota keluarga (Abd. Rahman Ghazaly, 2023).: Kompilasi Hukum
Islam Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan perkawidaflal untuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yamsgkinah (aman dan tenteramjnawaddah(rasa
saling mencintai) damva rahmah(rasa saling menyantuni). Sehingga dari sini
dapat dikatakan bahwa terdapat dua macam tujuamgoraelaksanakan
perkawinan. Yangertamaadalah untuk memenuhi hasrat naluri kejiwaan dan
yangkeduaadalah untuk memenuhi petunjuk/perintah agama.

Tujuan-tujuan perkawinan secara umum, dapat dieeghan ke dalam
lima macam aspek, yaitu :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan;

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatiolgan

menumpahkan kasih sayangnya,
3. Memenuhi panggilan agama, memeihara dari kejalttarkerusakan;
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4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawalennesa hak
serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk ressigh harta
kekayaan yang halal;

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakaiy y
tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang (Abdm&a Ghazaly,
2003 : 24).

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

2.1.3.1 Rukun Perkawinan

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi olemgiagasing pihak
sebelum melaksanakan suatu perkawinan. Karena rugarkawinan
menentukan suatu perbuatan Hukum, terutama yangangkut dengan sah
atau tidaknya perbuatan tersebut secara hukum.y&aperkawinan dalam
Hukum Islam adalah terlaksananya akad nikah yangnenahi rukun
perkawinan. Adapun rukun perkawinan ialah :
a. Calon mempelai laki-laki
b. Calon mempelai perempuan
c.  Wali nikah : wali nikah tersebut berasal dari pimaé&mpelai wanita
d. Saksi nikah : dari pihak laki-laki dan perempuan
e. ljab dan Qobul
Sedangkan yang menjadi inti dari rukun nikah takepada ijab dan qobul
sebagai nafas hukum akad nikah, bila tidak ada akeh tentu pernikahan
tidak sah (Fatihuddin Abdul Yasin, 2005 : 24)

Lima rukun nikah diatas dikatakan sah apabila ngasiasing kelima
rukun memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Syarat-syarat mempelai laki-laki :

a. Beragama Islam;
b. Laki-lakinya jelas, artinya tidak banci, atau bdietul seorang laki-laki

yang layak untuk menikah;
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. Laki-laki tidak memiliki hubungammahram dengan calon istri, baik
mahramdari segi nasab atanahramdari segi susunan, misalnya ada
hubungan saudara (kakak adik) atau keponakan ddrigadari ayah
atau ibu;

. Tidak ada unsur paksaan;

. Perempuan yang dinikahi tidak daladdah rajiyah, karena status
iddah rajiyah masih berstatus istri dengan bukti perempuan yang
berada dalarmddah rajiyah masih berhak memperoleh waris;

. Mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi tidatlam untuk
dinikahi;

. Calon pengantin laki-laki tidak boleh menikahi dyserempuan
sekaligus, dimana dua perempuan itu masih ada igabutarah. Akad
nikah seperti itu batal untuk kedua-duanya, daaktigda dasar untuk
memenangkan salah satu dari keduanya. Jika dilakdkagan dua
akad, maka akad yang pertama adalah sah sebagapestama,
sedangkan akad yang kedua adalah batal;

. Laki-laki tidak memiliki 4 istri sekalipun salahtsadari keempat istri
berstatusiddah rajiyah, karena istri dalam lingkup tersebut masih

berstatus istri atas dasar hukum;

i. Bilamana seorang laki-laki menikahi 5 orang pereampdengan lima

kali akad, maka akad yang terakhir tidak sah, séan@rl perempuan
yang sebelumnya dianggap sah menjadi istri. Dandoidkukan dalam
satu akad sekaligus, maka akad kelima perempuaebidr tidak sah

menjadi istri;

|. Ada penentuan bahwa si A adalah calon mempelai pria

. Proses akad nikah tidak sedang menjalankaam haji atau umrah
(Fatihuddin Abul Yasin, 2005 : 24).

Syarat-syarat mempelai perempuan :

a. Beragama Islam;

b. Tidak berstatus menjadi istri orang;

c. Pengantin perempuannya jelas;
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Perempuan tidak pernah dinikahi oleh ayahnya,;

Atas kemauannya sendiri;

Telah memberi ijin kepada wali untuk dinikahkan;

Tidak sedang menjalankan ibadah umrah;

Tidak terdapat halangan perkawinan, maksudnya tidakasuk
perempuan yang haram dinikahi (Fatihuddin Abul Mag005 :
26).

3. Syarat-syarat wali :

a. Beragama Islam;

b. Laki-laki yang sudalbaligh;

c. Tidak gila dan atas kemauan sendiri;

d. Adil dan tidak sedang menjalankgmmam.

4. Syarat-syarat saksi :

“Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan duais8aksi harus bisa

mendengar, melihat dan paham akan bahasa igdadangobul pernikahan,

beragama islanhaligh, tidak merangkap wali.” (Fatihuddin Abul Yasin,(0

. 24)

5. Syarat-syaraifab danqobui:

a.

Pada dasarnya akad-nikah harus diucapkan secarg kecuali
bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisarh bidéegan
tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat terten

Akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis;

Antara ijab dan qobul tidak boleh diselingi kata-kata lain atau
perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang meapu
maksud mengalihkan akad yang sedang dilangsungkan;

. ljab dan gobul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat,

disandarkan pada waktu yang akan datang, atauadibaengan
jangka waktu tertentu;

Masing-masing pihak harus mendengar dan memahatkatpan
atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakusdam masing-
masing pihak di waktu akad nikah. (Soemiyati, 1982)
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2.1.3.2 Syarat Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentangaenan

dalam Bab Il Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 methgebigecara tegas

mengenai syarat-syarat perkawinan yang intinyagsetmeerikut :

1.

Adanya persetujuan kedua belah pihak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentangaiénan Pasal 6

ayat (1) dikatakan bahwa persetujuan dari keduapeknharuslah murni,

yang betul-betul tercetus dari para calon mempdéerkawinan tidak

boleh terjadi karena adanya paksaan baik dari plakklaki maupun

pihak perempuan bahkan orang tua atau wali.

Adanya izin orang tua atau wali

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentantka®enan

dalam Pasal 6 ayat (2) dikatakan bahwa izin daangrtua sangat

diperlukan dalam suatu perkawinan terutama bagiekaeryang belum

berumur genap 21 (dua puluh satu) tahun. Biladegarbedaan pendapat

diantara mereka maka dapat diajukan permohonarkazum.

Batas kawin untuk laki-laki minimal 19 (sembilanlds tahun dan

perempuan minimal 16 (enambelas) tahun.

Tidak terdapat larangan kawin, bahwa perkawinaaralilg antara dua

orang yang :

a) Berhubungan darah dalam garis lurus ke atas ataawah;

b) Berhubungan darah dalam garis lurus menyamping;

c) Berhubungan semenda,;

d) Berhubungan susuan;

e) Berhubungan yang oleh agama atau peraturan laig g#arang
Kawin;

f) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaathibikemenakan
dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lefdri seorang
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawhasal 8).

Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain;
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6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suarariistang akan di
kawin;

7. Bagi janda telah melewati masa tunggu;

8. Memenubhi tata cara perkawinan, antara lain :

Pasal 10 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 TerRangawinan

1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuliak pengumuman
kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat se@erg glimaksud
dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masiaging
agamanya dan kepercayaannya itu.

3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menursingienasing
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawilaksanakan
di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh rhregsaksi.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 TerRangawinan

1) Sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuaardé&etentuan-
ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, keohgsnpelai
menandatangani akta perkawinan yang telah disiaplein Pegawai
Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh nedanpitu,
selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi Bagawai
Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yaglgngsungkan
perkawinan menurut agama Isiam, ditandatangani piga wali
nikah atau yang mewakilinya.

3) Dengan penandatanganan akta perkawinan maka ped@vielah
tercatat secara resmi.

Sementara syarat-syarat perkawinan menurut Konngilakum Islam adalah
sebagai berikut :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon man{pelsal 6 ayat 1)
2. Demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, per&avihanya boleh

dilakukan bagi calon suami yang berumur 19 tahum @don istri yang
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sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Apabila cat@mpelai belum
berumur 21 tahun maka harus ada izin kedua oramy#&u(Pasal 15).

3. Bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkgtaywinan tidak
terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatuamdaBab [V

Kompilasi Hukum islam (pasal 18).

2.1.4 Perkawinan Sirri

Perkawinan bawah tangan dikenal dengan berbagkhidain seperti
‘kawin bawah tangan’, ‘kawin siri’ atau ‘nikakirri’, adalah perkawinan yang
dilakukan berdasarkan aturan agama atau adatastéah tidak dicatatkan di
kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang berag#slam, Kantor Catatan
Sipil bagi non-Islam).

Pengertian perkawinan sirri menurut Islam

1. Zuhdi Muhdlor (1984 :22)

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleorang laki-laki
dan seorang perempuan yang tidak sepengetahuawaiegencatat
nikah. Dalam hal ini perkawinan hanya dilakukanadiéypan tokoh
agama atau seorang kiai.

2. M. Idris Ramulyo (2000 : 21)

Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan oleang-orang Islam
Indonesia. Memenuhi  baik hukum-hukummaupun syaatas
perkawinan tetapi tidak didaftarkan pada pejabatcat nikah,
seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undangndol Tahun
1974 Tentang Perkawinan.

Nikah siri menurut hukum Islam adalah sah apab#isnenuhi rukun dan
semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkarena dalam Al-Qur'an
maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentadgnya pencatatan
perkawinan.

Nabi Muhammad SAW dalam banyak haditsnya selalu gmegatkan
untuk menghadiri walimah, mengumumkan perkawinarjudnnya adalah agar

diketahui umum bahwa antara si A dan si B telailkdaetali perkawinan. Seperti
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hadits : Dari Amir bin Abdullah az-Zuhair dari aysla ra (katanya) :
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Beritahudah kamu sekalian
pernikahan itu”. (diriwayatkan oleh Ahmad dan dinisahih oleh Al-Qur'an-
Hakim).

Orang yang melakukan perkawinan sirri patut didada sesuatu yang
disembunyikan, sementara perkawinan itu sendiri apathsarnya harus
diberitahukan kepada khalayak supaya tidak menikaoufitnah. Disamping itu
juga dengan tujuan agar diketahui, apakah antarekadidak ada pelanggaran
terhadap halangan perkawinan.

Menurut hukum positif nikah sirri ini tidak safarena tidak memenuhi
salah satu syarat sah perkawinan yaitu pencatadawinan kepada Pejabat
Pencatatan Nikah. Tanpa adanya pencatatan, makaikgiean itu tidak
mempunyai akta otentik yang berupa buku nikah. Sgden akta nikah tersebut
diperoleh melalui permohonan isbath nikah yanguda kepada Pengadilan
Agama.

Dasar hukum nikah sirri menurut hukum islam ad&ainat Al Bagarah
ayat 282, yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermunaah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,daétah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis darankamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penuliggan
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, amak
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang Ugerkg itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hédala ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah iagoeangi
sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutéogorang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atausdiadiri
tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dandaa
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramuJ)ka tak ada
dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dara darang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supdka
seorang lupa maka yang seorang mengingatkannyagaidah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabiereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutahg baik
kecil maupun besar sampai batas wakiu membayarkaag
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih nguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimiojlka
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keraguanmu. (Tulislah ~ mu’amalahmu itu), kecuali ajik
mu”amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalandeantara
kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamnakti
menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berhgll; dan
janganiah penulis dan saksi saling sulit menyuhtkdika kamu
lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya haladalah
suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepadiah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segadauatu”.

Dan surat An Nissa ayat 21, yang berarti:

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang teldtkawini
oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah
lampau.Sesungguhnya perbuatan itu amat keji daandibAliah
dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”.

Sedangkan dasar hukum menurut hukum positif adzdahal 2 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan daal pg6 Kompilasi

Hukum Islam. Dalam mengabulkan permohonan ini, rpdrakim Pengadilan

Agama sangatlah menentukan karena dalam hal knnhaelakukan atas dasar

contra legemyaitu hakim dalam memutuskan sahnya nikah sirlardaisbath

nikah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor lurifel®74 Tentang

Perkawinan.

Beberapa akibat dari pernikahan sirri menurut Br<Chatib Rasyid ,S.H.,

M.H. dalam seminar “Kajian Yuridis Sosiologis daroBlematika Nikah Sirri”

antara lain :

a.
b.

Isteri tidak bisa menggugat suami, apabila dititkgyaoleh suami;
Penyelesaian kasus gugatan nikah sirri, hanya dissdesaikan melalui
hukum adat.

Pernikahan sirri tidak termasuk perjanjian yangt Koatsagon ghalidhon
karena tidak tercatat secara hukum;

Apabila memiliki anak maka anak tersebut tidak ni&mstatus seperti
akta kelahiran. Karena untuk memperoleh akta kedahidisyaratkan
adanya akta nikah.

Isteri tidak memperoleh tunjangan apabila suamiinggal.
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f. Apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak penoleh tunjangan
perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Chatib Rasyid dalam seminar “Kajian Yuridis Sosgis dan
Problematika Nikah Sirri’ juga berpendapat bahwanig@han sirri juga akan
merugikan fihak istri dan anak dari hasil pernikakari. Diantaranya :

1. Isteri/anak hasil nikah sirri tidak mempunyai buktentik yang diakui
hukum sebagai istri dan anak sah.

2. Jika sengketa dalam rumah tangga, baik dikala nfadilp maupun sudah
mati, salah satu pihak atau keduanya tidak dapaniet penyelesaian
melalui lembaga resmi kenegaraan (tidak dapat |emabaga peradilan).

3. Munculnya kewajiban hukum menyangkut hak dan kiévaaj dengan
nikah sirri tidak dapat dituntut secara formal lacuhanya secara
kekeluargaan.

4. Menyangkut warisan anak dari hasil pernikahan sidak mendapatkan
bagian menurut kacamata hukum positif.

5. Mengenai perbuatan hukum yang dilakukan terhaddp lam hanya
bersifat pribadi, bukan sebagai suami/isteri (baikngenai santunan,
tanggungan hak pensiun, tunjangan dll).
(http://adin.lib.unair.ac.id/diakses tanggal 25 Agustus 2009)

2.2 Isbath Nikah

Untuk kepentingan masa depan bagi masyarakat yeatenjur menikah
sirri, beberapa langkah solutif yang dapat diarabtara lain program pemutihan
nikah melalui “Isbath Nikah” oleh Departemen Agankemudian diisbathkan
melalui Pengadilan Agama dengan biaya yang ditamggleh pemerintah atau
ditanggung sendiri. Kemudian akan dicatat pernikalga dan mendapat buku
nikah.,

2.2.1 Pengertian Isbath Nikah
Definisi dari Isbath Nikah tidak terdapat di Kongsl Hukum islam

maupun di dalam peraturan perundang-undangan yaing Kata-kata isbath
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nikah ini dapat ditemukan dalam pasal 7 ayat 2r8B4d&ompilasi Hukum Islam,

yakni sebagai berikut :

a. Ayat 2 “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktildengan Akta Nikah,

C.

dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Ayat 3 “Istbat nikah yang dapat diajukan ke PenlgadAgama terbatas

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan

(a2) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian pésicera

(b) Hilangnya Akta Nikah;

(c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salabh swarat
perkawinan;

(d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakungdddg-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmpueyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang NomoaHuit 1974
Tentang Perkawinan.

Ayat 4 “Yang berhak mengajukan permohonan isbaltiamialah suami

atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pyekg berkepentingan

dengan perkawinan itu”.

Lebih jelas penulis akan memberikan arti per-k@tasil wawancara

dengan Bapak Khoirul Muhtarom, Hakim PengadilanrAgalember pada tanggal
1 April 2009),sebagai berikut :

1.

Kata Isbath berasal dari bahasa Arab yagabatayang artinya telah tetap
/ baku lalu berkembang menjadll Itsbat (Arab) yang artinya penetapan.
Tetapi untuk lebih memudahkan hanya digunakan ika&th yang artinya

penetapan.

Nikah yang berasal dari bahasa Arab artinya adadakawinan.

Jadi pengertian Isbath Nikah adalah suatu produgdtilan Agama yang

berupa penetapan yang isinya menetapkan telah adaemwnikahan yang sah

mulai dari tanggal pernikahan sirri tersebut dileku Penetapan ini muncul

sebagai produk pengadilan atas permohonan yangwseran dengan ketentuan
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Isbath Nikah sebagaictumpenetapan hanya bersifat menyataldeciaratoire,
yang isinya menerangkan, menyatakan apa yang sadkah

2.2.2 Prosedur Permohonan Isbath Nikah
Pengesahan/penetapan perkawinan atau juga disebgéard isbath nikah
dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapatildikan dengan akta nikah.
Menurut pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, Peagan perkawinan yang
dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas menpahihal yang berkenaan
dengan :
(a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian péscera
(b) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salabh sgarat
perkawinan;

(c) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakungdddg-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

(d) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidakmpeyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomoahuii 1974
Tentang Perkawinan.

Permghonan isbath nikah atau pengesahan perkawligaat dilakukan
oleh pihak yang berkepentingan dengan perkawinaalar® hal ini yang
berkepentingan antara lainadalah suami atau &tak-anak mereka, dan juga
wali nikah.

Proses atau tahapan-tahapan permohonan tersebigutméindakan-
tindakan yang bersifat administratif maupun yudisé dalam prosedur
permohonan pengesahan perkawinan yang belum diaatdi Pengadilan Agama
meliputi :

1. Pengajuan Perkara di Kepaniteraan

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandaamrgeh pemohon,

kemudian diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Ag&ueat permohonan

diajukan pada sub Kepaniteraan permohonan, pemgolemghadap pada
meja pertama yang akan menaksir besarnya panjge lparkara dan

menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
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Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan hatad tmencukupi untuk

menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarlsal p83 Rbg / pasal

182 ayat (1) HIR / pasal 90 ayat (1) Undang-Undiliognor 50 Tahun

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangoN@nTahun

1989 Tentang Peradilan Agama

a. Biaya Kepaniteraan dan biaya materai;

b. = Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bicara dagebsumpah;

c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan Hakmg hain;

d. Biaya pcmanggilan, pemberitahuan dan lain-latas aperintah
Pengadilanyang berkepentingan dengan perkara itu.

Pembayaran Panjar Biaya Perkara

Calon pemohon kemudian menghadap kepada Kasir dengayerahkan

surat permohonan tersebut dan SKUM. la membaygaphraya perkara

dengan yang tertera di SKUM tersebut. Kasir kenmudia

a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jbiaygh perkara;

b. Menandatangani dan memberi nomor perkara terta lunas pada
SKUM tersebut;

c. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepadéonc
pemohon;

d. Menyerahkan uang panjar kapada Bendaharawkarper

Pendaftaran Perkara

Calon pemohon kemudian menghadap pada Meja Il demggayerahkan

Surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar tetsébkemudian

Meja Il

a. Memberi nomor pada Surat Permohonan sesuai wleragaor yang
diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda bahwa teladatear maka
petugasMeja Kedua membubuhkan paraf;

b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yalay terdaftar
bersamasatu helai SKUM kepada pemohon;

c. Mencatat surat permohonan tersebut pada Bukusteeginduk

PerkaraPermohonan sesuai dengan jenis perkaranya;
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d. Memasukkan Surat Permohonan tersebut dalam MakaB Perkara
danmenyerahkan kepada Wakil Panitera untuk dis&apakepada
KetuaPengadilan melalui Panitera.

4. Penetapan Majelis Hakim

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua merul|ajelis Hakim

untuk memcriksa dan mengadili perkara dalam seBR@itetapan Majelis

Hakim (pasal 121 HIR jo Pasal 93 Undang-Undang Nds@oTahun 2009

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nonibahoin 1989

Tentang Peradilan Agama). Ketua membagikan semueadeerkara

daan atau surat-surat yang berhubungan denganrpssiag diajukan ke

Pengadilan kapada Majelis Hakim untuk diselesaikan.

Ketua menetapkan perkara yang harus diadili beridasanomor unit,

tetapi apabila terdapat perkara tertentu karenayamgkut kepentingan

umum harus segara diadili, maka perkara itu didddaun (pasal 94

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang PerubKkdna Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradigama). PMH

(Penetapan Majelis Hakim) dibuat dalam bentuk "Bgran" dan

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dariadicalam Register

Induk Perkara yang bersangkutan.

5. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikarka@ ditunjuk

seorang atau lebih panitera sidang (pasal 15 ajatJfdang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaehurjukan

panitera sidang dilakukan oleh Panitera (pasal 86adg-Undang Nomor

50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undadg#g Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Untuk merpaditera sidang

dapat ditunjuk Panitera, Wakil Panitera, Paniteraudd] Panitera

Penggantu atau Pegawai yang ditugaskan sebagdenaasidang untuk

membantu Hakim supaya menghadiri dan mencatat ngdarSidang

Pengadilan, membuat Berita Acara Persidangan, &saet Putusan dan

melaksanakan semua perintah Hakim untuk mennyklesaperkara
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tersebut (pasal 97 Undang-Undang Nomor 50 Tahumd ZD8ntang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tah@8 T@ntang
Peradilan Agama).

6. Penetapan Hari Sidang
Ketua Majelis setelah menerima berkas perkaralatsdersama-sama
Hakim Anggotanya mempelajari berkas perkara. Kekemudian
mernetapkan hari dan tanggal serta jam kapan erk@ar akan
disidangkan serta memerintahkan agar para pihandgl untuk datang
menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telatukian.
Kepada para pihak diberitahukan pula balrwa mereftapat
mempersiapkan para saksi-saksi dan bukti bukti géag diajukan dalam
persidangan (pasal 121 HIR). Perintah tersebukulan dalam sebuah
penetapan yang ditandatangani oleh Hakim/ Ketuahdaj
Tanggal penetapan hari sidang dan tanggal sidarignpe harus dicatat
dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.ikiempula tanggal
penundaan sidang kedua dan seterusnya, serta-alasan penundaan
juga dicatat dalam Register tersebut.

7. Pemanggilan Pihak-pihak
Berdasarkan perintah Hakim / Ketua Majelis didal®HS, jurusita /
jurusita pengganti melaksanakan pemanggilan kepada pihak supaya
hadir di persidangan pada hari, tanggal dan janagsetmana tersebut
dalam PHS ditempat persidangan yang telah ditetapka
Tatacara pemanggilan diatur dalam pasal 390 jol @&®adan 122 HIR.

Panggilan harus dilaksanakan secara resmi dan yzatut

a. Dilakukan oleh jurusita / jurusita pengganti yarah,syakni telah
diangkat dengan surat keputusan dan telah disumpaltk jabatan
itu;

b. Disampaikan langsung kepada pribadi yang dipandgiltempat
tinggainya;
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c. Jarak antara hari pemanggilan dengan hari persaganoarus
memenuhi tenggang waktn yang patut yaitu sekuramgAgnya 3
(tiga) hari kerja.

Implikasi dari prosedur ini di Pengadiian Agama Bem prosedur
permohonan pengesahan perkawinan didahului dengangajuan surat
permohonan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Koyangengetahuan dan
awamnya masyarakat di bidang hukum maka banyaknuasyarakat yang tidak
bisa membuat surat permohonan sendiri baik karglek tahu maupun buta
huruf. Itsbat Nikah banyak terjadi di kalangan masyarakat desal. tersebut
terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang mggrydn dan sahnya suatu
perkawinan. Untuk mengatasi masalah tersebut dy&Blan Agama ada petugas
khusus pada bagian kepaniteraan yang ditunjuk dssridugas untuk membuat
surat permohonan bagi mereka yang tidak bisa mempaa Bahwa surat
permohonan tersebut di buat dan ditandatanganslenggoleh pemohon sendiri.
Apabila pemohon buta huruf maka akan dijadikan gabeatatan Hakim.

Besarnya panjar biaya perkara didasarkan pad& jeadius antara
Pengadilan Agama dengan jarak rumah / tempat tiqggaohon dan juga yang
telah diatur didalam peraturan perundang-undanganry \oerlaku. Pembayaran
panjar biaya perkara disesuaikan dengan besarmyar isaya perkara yang telah
tertera di SKUM dan dibayarkan kepada kasir. Skteta maka dilakukan
pendaftaran perkara sesuai dengan nomor yang khbeoleh kasir dan oleh
petugas surat permohonan tersebut dicatat pada Bekister Induk Perkara.
Terhadap penetapan Majelis Hakim, karena mengibgayaknya perkara yang
masuk maka Pengadilan Agama Jember guna mempersgpéd agar lebih
efisien maka penetapan Majelis Hakim dilakukan dRemitera sendiri dengan
tetap ditandatangani Ketua Pengadilan Agama.

Untuk membantu Majelis Hakim dalam mcnyelesaikamkg@ maka
ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Perkan panitera sidang dilakukan
oleh Panitera. Untuk menjadi panitera sidang daimainjuk Panitera, Wakil
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti atgawse yang ditugaskan
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sebagai paniterasidang untuk membantu Hakim dalamcatat jalannya sidang,
membuat Berita Acara Persidangan, Penetapan, Pulasamelaksanakan semua
tugas yang diberikan oleh Hakim untuk menyelesaiparkara tersebut. Di
Pengadilan Agama Jember penetapan hari sidangukidakoleb Ketua Majelis
Hakim yang ditunjuk disertai dengan perintah pengdag para pihak. Disini
Ketua Majelis Hakim bersama-sama Hakim anggotangayd mempelajari
berkas perkara dan meiaksanakan persidangan stsigan tanggal dan waktu
yang telah ditetapkan. Atas perintah atau tugasKktua Majelis Hakim maka
jurusita atau jurusita pengganti meiaksanakan pggiam kepada para pihak
agar hadir di persidangan sesuai dengan hari, &gy jam sebagaimana yang
tercantum dalam penetapan hari sidang di tempaidaggan yang ditetapkan.
Pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, tehaddmawinan sirri

menggunakan beberapa alasan, yaitu selain unts&raj@engesahan perkawinan
juga menggunakan alasan kepentingan lain, misalnydguk kepentingan
pengurusan akta kelahiran anak, kepentingan pemrbagarisan, kepentingan
perceraian dan kepentingan iain yang ada hubungaterygan pembuktian suatu
perkawinan. Itsbat nikah di Pengadilan Agama sjfatbukan pengesahan kedua
kalinya suatu perkawinan. Melainkan pengesahanhnikang terjadi adalah

perkawinan yang dulu pernah dilakukan.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak
Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai kateseseorang

dikatakan anak. Hal ini merupakan akibat dari tiap- peraturan perundang-

undangan mengatur secara sendiri kriteria tentaal. sAnak adalah :

1. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentamg&dilan Anak

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalahatalagn perkara
nakal yang telah mencapaiumur 8 (delapan) tahtapiteelum mencapai

18 (delapan belas) tahun.
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2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 TentaagWuhan
menefinisikan anak adalah orang laki-laki atau pgean berumur 14
(empat belas) tahun ke bawabh.

3. KUHP Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewpahila berumur
16 (enam belas) tahun.

4. KUHPerdata Pasal 330 menyebutkan bahwa orang beawasa adalah
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tatamtidak lebih
dahulu kawin.

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawiamal 7 ayat
(1) mengatakan seorang laki-laki diizinkan kawiralafa telah mencapai
umur genap 19 (sembilan belas) tahun dan perempmiah mencapai

umur 16 (enam belas) tahun.

2.3.2 Macam-macam Anak

Hukum membedakan antara anak sah dan anak tidak lsan kawin.
Pembedaan anak dalam dua kelompok tersebut diyai@asanak sah dan anak
tidak sah, membawa konsekuensi yang besar di ddidgmam (J. Satrio 2005 : 6).
2.3.2.1 Anak Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentargdvinan Pasal
42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak difatgrkan dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam undadgngn tersebut berlaku
prinsip bahwa keturunan yang sah didasarkan atds perkawinan yang sah.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwek &ah adalah: a)
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawirargysah; b) hasil pembuahan
suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkéh isteri tersebut.

Pasal 25 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, metiyatiahwa anak
sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepgrparkawinan, sehingga
memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Hal mirtbenak sah dari ibu dan
suaminya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa udaat disebut anak sah
harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
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a. Dilahirkan atau;

b. Tumbuh sepanjang perkawinan.
2.3.2.2Anak Tidak Sah

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkaml@alam atau sebagai
akibat dari suatu perkawinan yang sah, dimana #rakbut hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya dan Kkeluarga iburfiartiman
Prodjohamidjojo, 1979: 31). Menurut buku Dr. Wirmrhakikat dalam hukum
Isiam disebutkan ada kemungkinan seorang anak haeygunyai ibu dan tidak
mempunyai bapak. Jadi, status anak yang lahir daaatu perkawinan itu
menurut hukum Islam adalah anak tidak sah yand tdampunyai hubungan
hukum dengan ayahnya, vyaitu laki-laki yang menuammiya tetapi tetap
mempunyai hubungan hukum dengan ibunya atau pesemyang melahirkannya
(dalam Soedaryo Suimin, 1992: 40).

Anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkamlalam atau sebagai
akibat dari suatu perkawinan yang sah, dimana &erakbut hanya mempunyai
hubungan perdata dengan ibunya demikian istilatk ditlak sah ditafsirkan
dengan anak luar kawin, anak zina, anak sumbarga{do, 2005:6)
2.3.2.3Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandunipan dan ayah
kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai wanmengaruhi oleh
perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya (Hilnktdikusuma, 1990:67).
Hal ini berarti bahwa anak tersebut dapat dikataansebagai ahli waris apabila
perkawinan orang tuanya tersebut adalah perkawyaag sah yaitu perkawinan
yang dilakukan menurut ketentuan agama, namunikejpalapabila perkawinan
yang dilakukan oleh ayah dan ibunya tersebut tsddk atau si anak tersebut lahir
di luar perkawinan yang sah maka anak tersebuk sd& untuk menjadi waris
dari orang tua kandungnya.
2.3.2.4Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan diaagkungan
kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atngdain yang bertanggung

jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesankak t@rsebut, ke dalam
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lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasapkdmsan atau penetapan
Pengadilan. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukak kepentingan yang
terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan kehmsadat setempat dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Masparaklat Indonesia

mempunyai berbagai macam motivasi dalam melakukarbupatan hukum

mengangkat anak ini, hal ini disebabkan karena arakgt Indonesia sendiri
bersifat heterogen. Umumnya pengangkatan anaki&kutan antara lain karena
tidak mempunyai keturunan, tidak ada penerusanrikedam, menurut adat
perkawinan setempat, hubungan baik dan tali pessaad, rasa kekeluargaan,
kebutuhan tenaga kerja (Hilman Hadikusuma, 1990:79)

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf @ak angkat ialah
anak yang dalam hal dalam pemeliharaan untuk hidusehari-hari, biaya
pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabagieorang tua asal kepada
orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadidakum Islam tidak
mengenal pengangkatan anak secara mutlak, berdas#@dk Qur'an suratAl
Ahzabayat 4, 5, dan 40 yang artinya :

(Al Ahzab ayat 4)

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua janturgjawoh
badannya, juga tidak menjadikan istri yang kamu saim
dhihar itu sebagai ibu kandungmu. Juga tidak meikga anak
pungutmu sebagai putra kandungmu. Itu semua pemgaku
mulutmu. Dan Allah mengatakan yang benar dan Diagya
menunjukkan jalan. (Al Ahzab ayat 4)

(Al Ahzab ayat 5)

Panggillah anak pungutmu itu dengan nasab ayah kagdya.

Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Jika kamu d@kl mengetahui

bapak kandungnya, maka sebutlah mereka sebagaasaud

seagama, dan pembantu-pembantumu dan tiada dosampad

dalam berbuat sesuatu yang keliru tetapi tidak wlgsga dalam

hatimu. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pegayg.
(Al Ahzab ayat 40)

Muhammad itu bukanlah ayah dari seorang lelaki taaamu,
tetapi dia utusan Allah dan penutup dari semua ndban
adalah Allah mengetahui segala sesuatu.
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Berdasarkan Hadist Riwayat Bukhori, "Barang siaj@amgy mendakwakan
dirinya sebagai anak dari seorang bukan ayahny&a rkapadanya ditimpa
laknat dan para malaikat dan manusia seluruhnya.kBkak pada hari kiamat,

akan tidak diterima amalan-amaiannya, baik wajilimia yang sunnah”.

2.3.2.4 Anak Tiri

Anak tiri adalah anak kandung yang dibawa oleansuatau istri
kedalam perkawinan, sehingga salah seorang dagkamenenyebut anak itu
sebagai "anak tiri". Jadi anak tiri adalah anak dmwdari perkawinan. Anak
tiri ini tidak mempunyai hubungan hukum dalam halri& dengan bapak atau
ibu tirinya, ia hanya mempunyai hubungan hukum danbapak atau ibu
kandungnya. Namun anak tiri ikut mendapatkan pesigimaserta bagian dari
harta peninggalan bapak tirinya yang diberikan dapaunya sebagai nafkah
janda. (Hilman Hadikusuma, 1990: 148).
2.3.2.5 Anak Piara/Asuh

Anak piara/asuh adalah anak yang diasuh oleh sasgoatau
lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaayawatan, pendidikan,
dan kesehatankarena orang tuanya atau salah seig tranya tidak mampu
menjamin tumbuh kembang anak secara wajar (Undavugtgy Nomor 23
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
2.3.2.6 Anak Sepersusuan

Anak sepersusuan adalah anak yang dilahikan daangan suami
istri, namun karena ada suatu hal, penyusuannyaikiiim kepada orang lain.
Menurut hadist Nabi Muhammad saw, anak ini miniteédh menghisap lima

kali isapan air susu ibu (www. Suara merdeka.co.id)

Allah SW.T berfirman dalam Surat Al-Bagarah ay&3.2yang
artinya "Para ibu hendaklah menyusui anak-anakngtarmsa dua
tahun penuh, yaitu bagi orang yang ingin menyemakan
penyusuan, dan kewajiban bagi ayah untuk membekamalan
pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruflaliah satu
jiwa membebani kecuali sekadar kemampuannnya. Jdaiga
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seorang ibu mengalami kemudharatan karena anakdgaikian

pula seorang ayah. Dan pewaris anak itu pun memigvajiban

yang sama. Apabila keduanya (ayah dan ibu) inginyapih si anak

sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan adeng

musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. jiRarkalian

ingin anak-anak kalian disusukan oleh orang (warda) maka

tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian membemnikgembayaran

dengan cara yang ma'ruf. Bertaqwalah kalian kepdtidoA

ketahuilah bahwasanya Allah Maha melihat terhadgpa ayang

kalian kerjakan."

Seorang bayi disusukan oleh orang yang bukan mkdaimya maka semua
biaya penyusuan ditanggung oleh ayah si bayi ital.ii diatur sesuai Pasal

104 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

(1) Semua biaya persusuan anak yang dipertanggungjaavabk
kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggaiadumaka
biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang bejkeam
memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dapat
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahurgae
persetujuan ayah ibunya

2.3.3 Hak-hak Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentangejahteraan
Anak, kesejahteraan anak adalah suatu tata kelcamek yang dapat menjamin
pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajarurMtekebiasaan, anak
hidup bersama orang tuanya yaitu ayah dan ibu kan¢Rasal 1 angka 3 huruf b
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang KesepdmeAnak). Tetapi,
adakalanya karena suatu sebab orang tua melal&i&amnjibannya, sehingga
kebutuhan si anak tidak dapat terpenuhi denganrwamaang-Undang Nomor 4
Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Bab 1l Pasahmpai dengan 9
mengatur hak-hak anak atas kesejahteraannya sdizatait :

a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan damigambi
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuban bdnbingan
berdasarkan atas kasih sayang baik dalam keluagaaypun di dalam

asuhan khusus untuk pertumbuhan dan perkembanggardeajar.
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Hak atas pelayanan.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan rkguzen dan
kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan gaibddian bangsa
untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungark &amasa dalam
kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Hak atas perlindungan dan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkunganphyang dapat
membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan peerkgam anak
dengan wajar.

Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yangnaetéana berhak
mendapat pertolongan dan bantuan serta perlindungan

Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memekrakuhan oleh
negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demdaak yang tidak
mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembaogra wajar baik
Jasmani, rohani maupun sosial.

Hak memperoleh bantuan

Anak vyang tidak mampu berhak memperoleh bantuarr agdam
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembtangan wajar.

Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pekyatan asuhan
yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan tggjadi dalam
masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayarsabuediberikan
setelah anak tersebut dinyatakan bersalah dandgéabhi keputusan cleh
majelis hakim.

Hak memperoleh pelayanan khusus
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Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus ummémcapai tingkat
pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampulaemn
kesanggupannya.

j.  Hak mendapat bantuan dan pelayanan
Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yangujuzer
mewujudkan Kkesejahteraan anak menjadi hak setiapk, atanpa

membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan damdka@n sosial.

2.4 Akta Kelahiran

Kegunaan dari Akta Kelahiran secara pasti menamtuktatus yang
namanya tercantum dalam Akta tersebut, bahwa dila yeng syah dari orang tua
yang nama-namanya tercantum pula dalam Akta tersebu

Ada 2 hal penting dalam pencatatan kelahiran:

1). Akta kelahiran merupakan wujud pengakuan dan pmRrigan hukum
oleh negara mengenai status individu dan statusrdafpan seseorang.
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 dan merujuk deepaetentuan
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Pertigan Anak,
bahwa setiap anak yang lahir wajib dilaporkan.

2). Akta kelahiran sebagai fungsi statistik, karenasesektor memerlukan
data apalagi untuk pembangunan.

a. Akta Kelahiran Umum/Biasa Yaitu :

Akta kelahiran yang diperoleh sebelum lewat bataktwpelaporan peristiwa

kelahiran. Batas waktu pelaporan ialah 60 (enaniuhari kerja sejak

peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negarangsadalah 10 (sepuluh)
hari kerja sejak peristiwa kelahiran

Cara untuk memperoleh Akta Kelahiran Umum :

Orang Tua atau yang diberi kuasa datang ke Kansuat@n Sipil dan

Kependudukan dengan membawa persyaratan :

1) Surat Keterangan kelahiran dari desa/lurah setempat
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3)
4)

5)
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Foto copy akta nikah/akta perkawinan orang tua ydiggalisir
KUA/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan bagi yhlog Islam.
Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua.

Menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang genap belisiahun atau
membawa surat kesaksian dari desa.

Membawa surat kuasa bagi yang menguasakan.

b. Akta Kelahiran Terlambat/Istimewa adalah:

Akta Kelahiran yang pengurusannya/pelaporannya kukian melewati

jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggaltkehnnya.

Cara untuk memperoleh Akta Kelahiran Terlambat :

1).
2).

3).
4).
5).
6).

Surat Keterangan kelahiran dari desa/lurah setempat

Foto copy akta nikah/akta perkawinan orang tua ydiggalisir
KUA/Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan bagi yalom Isiam.
Foto copy KTP dan Kartu Keluarga orang tua.

Membawa surat kuasa bagi yang menguasakan.

Masing-masing rangkap dua.

Surat Keterangan Persetujuan Bupati.

Kegunaan akta kelahiran antara iain untuk:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Memastikan anak masuk sekolah pada usia yang tepat
Memastikan anak mendapat pelayanan kesehatan dasar
Mencegah perekrutan anak menjadi pekerja dibawalr um
Mencegah dan melindungi anak dari perkawinan usidan
Untuk memperoleh paspor dan KTP apabila telah cukaprnya

Melindungi anak dari korban eksploitasi.

(http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=34&ta_kelahiran)



BAB 3
PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Sebelum
Orang Tuanya Memintakan Isbath Nikah
3.1.1 Status Hukum Anak Menurut Undang-Undang Perkavinan
Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-Undaognax 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu pada Bab Balp42 sampai Pasal
47. Pasal 42 mengatakan : Anak yang sah adalah aaalg dilahirkan di
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.r8eraePerkawinan yang
sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menuratasyyang diatur dalam
pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentarigaRaan.
Menurut Tambahan Lembaran Negara Republik IndonEsimor
3019 tidak memuat adanya penjelasan-penjelasaad@gphpasal-pasal yang
mengatur tentang kedudukan anak. Di dalam penjelgsasal demi pasal
disebutkan bahwa uraian pasal-pasal tersebut cuél#s. Keadaan ini
menunjukkan bahwa masalah kedudukan anak cukup jetadasarkan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawiyamng telah
disahkan pada tanggal 2 Januari 1974.
Dampak negatif bagi status anak yang dilahirkamrdaperkawinan sirri di

mata hukum, yakni :

1 Status  anak yang dilahirkan dianggap sebagaek tidak sah.
Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan tpedéagan ibu
dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunryaibungan hukum
terhadap ayahnya (pasal 42 dan pasal 43 Undangagiidiamor 1 tahun
1974 Tentang Perkawinan, pasal 100 Kompilasi Hulslam). Di dalam
akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagdc arexr nikah,
sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melamylearketerangan

35
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berupa status sebagai anak luar nikah dan tidakrtermnya nama si
ayah akan berdampak sangat mendalam secara smsipbitologis bagi
si anak dan ibunya.

2. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mebgtdan hubungan
antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisassegtu waktu ayahnya
menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anakikgnya.

3. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak laitagm kehidupan
dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Penaat&tikah tidak
diakui oleh hukum negara, yaitu peraturan perundamangan tentang
perkawinan yang berlaku secara nasional. Akibastgtas anak tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum.

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yariy agialah
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinangysah (pasal 99
Kompilasi Hukum Islam). Dari ketentuan tersebut alas maka penulis
berpendapat bahwa anak hasil dari perkawinan gnunut hukum positif di
Indonesia adalah anak yang sah. Hanya saja bagaiosa pembuktiannya
secara autentik. Dengan tidak adanya bukti yangntkit maka tidak dapat
dibuktikan dan tidak sah di dalam melakukan pedouaukum.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak atfitkan
hendaknya diikuti dengan pengakuan yang dilakulkgim lsapak atas anak yang
lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukundaPdasarnya, pengakuan
anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapakuiaberdasarkan pasal 43
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawyaag pada intinya
menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawitidak mempunyai
hubungan perdata dengan ayahnya, maka untuk mekdapaubungan
perdata yang baru, seorang ayah harus melakukajalpean Anak. Namun
bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakigragan persetujuan ibu,
sebagaimana diatur dalgmsal 284 KUH Perdatalujuan kepengurusan akta
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kelahiran anak ke Kantor Catatan Sipil, adalah atmius anak sah di mata
hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak irfh feleat 14 (empat belas) hari
dari yang telah ditentukan, maka terlebih dahuluushamengajukan

permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Plmgadkgeri setempat.

Dengan demikian, status anak dalam akta kelahieamokan lagi anak luar
kawin.

Suami-isteri yang sudah mempunyai keturunan (analka untuk
pengakuan anak tersebut tidak langsung begitu dslegaikan atau dibuatkan
akta oleh Kantor Urusan Agama. Dengan demikianngasasuami isteri harus
mengajukan surat permohonan terlebih dahulu kedeidag Agama mengenai
permohonan Isbath nikah yang kemudian digunakarukunhengurus
pencatatan status kelahiran anak.

Perkawinan harus disertai dengan pencatatan perdawaleh pejabat
yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatgerkawinan ini
penting agar ada kejelasan status bagi perkawinda. &Namun, status anak-
anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan s#ap dianggap sebagai
anak di luar kawin, karena sifatnya tidak berlakuus terhadap status anak
yang dilahirkan sebelum isbath nikah dilangsungkdleh karenanya, dalam
akte kelahiran, anak yang lahir sebelum kedua onzargya mengajukan isbath
nikah tetap sebagai anak luar kawin, sebalikny# gaag lahir setelah kedua
orang tuanya mengajukan isbath nikah statusnyagaebaak sah yang lahir

dalam perkawinan.

Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, yang disebut sebagai anak adatak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak tercipiaalui ciptaan Allah
dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorangengeman dengan
kelahirannya. Seorang anak yang sah ialah anak garggap lahir dari
perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Saegrang anak di dalam
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Islam adalah menentukan apakah ada atau tidaknlyangan kekerabatan
(nasab) dengan bapaknya. Jika anak lahir diludkapénan yang sah, dia
hanya dianggap mempunyai kekerabatan dengan ilmurgatahirkannya.

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidaktudkten oleh
kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentulein pérkawinan yang
dengan nama Allah disucikan.

Pernikahan merupakan ikatan di antara dua insag ggmpunyai
banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhanakga pergaulan, cara
berfikir (mental), pendidikan dan lain hal. Dalaangangan Islam, pernikahan
merupakan ikatan yang amat suci dimana dua insaq lyerlainan jenis dapat
hidup bersama dengan direstui agama, kerabat, dapamakat.

Aqgad nikah bukan hanya perjanjian antara dua insgad nikah juga
merupakan perjanjian antara makhluk Allah dengasKidliq. Status anak
yang lahir dari perkawinan siri menurut agama islditentukan oleh aturan
agamanya itu sendiri. Di dalam kacamata agama ,stamah jelas bahwa
perkawinan siri itu sah, asalkan perkawinan tetsslah memenuhi syarat dan
ketentuan perkawinan menurut agama.

Dalam Hukum islam anak yang sah dilahirkan sekuiamgngnya
enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan oramy#ydidak perduli apakah
anak itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikdérd perkawinan ataukah
sudah berpisah karena wafatnya si suami, atau &apenceraian di masa
hidupnya. Jika anak dilahirkan sekurang-kurangnyane bulan setelah
pernikahan, diasumsikan anak tersebut bisa sdghireprematur dan bukan
merupakan hasil perbuatan sebelum dilangsungkameyaikahan orang
tuanya. Jika anak itu lahir sebelum genap jangkawh77 hari itu maka anak
itu hanya sah bagi ibunya. Diasumsikan proses peh@uterjadi sebelum
adanya pernikahan. Maka berdasarkan pendapatsjiaatak yang dilahirkan
pada waktu kurang dari enam bulan setelah akad rékperti dalam aliran

mazhab Abu Hanifah, atau kurang dari enam bulanesgk waktunya
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kemungkinan senggama (proses senggama tidak ddakd&lam pernikahan
tetapi sebelum pernikahan) seperti pendapat magailama, adalah tidak dapat
dinasabkan kepada laki-laki atau suami wanita yawedphirkannya. Hal itu
menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suamiAyau bisa saja proses
senggama terjadi jauh hari sebelum pernikahanitdj@hgan demikian tidak
mempunyai nasab dengan ayahnya sehingga tidak mmgaipuhak
sebagaimana layaknya seorang anak terhadap oramyatu(PIKIRAN
RAKYAT,Bandung:2009)

3.1.3 Akibat Hukum Terhadap Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Siri

Banyak perkawinan menimbulkan perpisahan fisikranbgang tua dan anak.
Antara lain, kalaupun bukan karena perceraian, dlaajasan yang membuat seorang
anak dibesarkan bukan oleh orang tua kandungnyaalfa karena masalah
perekonomian yang memaksa orang tua kandung mewabexnak kandungnya untuk
diasuh oleh orang tua yang lain (orang tua asuttj @suhan dan lain sebagainya). Jika
kejadian tersebut menimpa anak yang sudah besamuoya anak sudah mengetahui
tentang sejarah hidupnya. Namun jika perpisahagafeorang tua kandung terjadi
pada saat anak masih kecii, yang umumnya tercigédala sebuah rahasia besar
tentang siapa orang tua kandungnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentamgaenan, bahwa
anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atagaeskibat perkawinan yang sah.
Supaya terhadap anak yang dilahirkan oleh ibunyadapatkan pengakuan dari
ayahnya maka pengakuan anak dengan bukti auteat&ng hal ini dibuktikan dengan
akta kelahiran) sangatlah penting mendapatkan pehge dari lembaga yang
berwenang yang merupakan langkah lebih lanjut glemgakuan kedua orang tuanya.
Jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atautdeCatatan Sipil, maka di mata
negara perkawinan dianggap tidak sah. Dengan damierkawinan yang di luar
pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempurelaiakan hukum (pasal 6
Kompilasi Hukum islam).
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Meskipun ada ketentuan yang memungkinkan seordadaka atau bapak
melakukan pengakuan anak, namun pengakuan itu hbisga dilakukan dengan
persetujuan ibu. Hal tersebut dijelaskan dalamIRP&aKUHPerdata yang menyatakan
bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawsmnaehidup ibunya, tidak akan
diterima jika si ibu tidak menyetujui. Dijelaskanl@ dalam Pasal 278 KUHPidana yang
juga mengatur tentang ancan@dana bagi orang yang mengakui anak luar kawig yan
bukan anaknya. Dalam hal pembuktian pengakuan amaig dimaksudkan adalah
akta kelahiran, pada prinsipnya lebih ditujukanurmenciptakan hubungan hukum
perdata antara anak dengan orang tuanya atau gipemnak yang bersangkutan.
Akta pengesahan anak adalah semacam pernyataara latak tersebut setelah
disahkan menjadi anak yang sah dalam pengertiamhplerdata.

Pengakuan anak yang sah menurut hukum harus meaiphuaigti-bukti
autentik. Dalam hal ini adalah pengakuan anak yaergrientasi pada pembuktian
asal-usul anak, tentunya ada alat bukti autentituyakta kelahiran. Seperti yang
telah dituangkan di atas, Pada pasal 103 Komphagtum Islam menerangkan
tentang bagaimana cara pembuktian asal-usul anhiyeb
1. Asal-usul seorang anak hanya dapal dibuktikamgae akta kelahiran atau alat

bukti lainnya.

2. Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya ¢éng dalam ayat (1) tidak ada,
maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penettgrdang asal-usul
seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan \éndeedasarkan bukti-
bukti yang ada.

3. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersghu(2), maka instansi Pencatat
Kelahiran dalam daerah hukum Pengadilan Agamalterseengeluarkan akta
kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pembuktian keturunan pada pasal 103 ayat 1 Kompg#lakum Islam di
atas, harus dilakukan dengan surat kelahiran yaegiklan oleh Pegawai Pencatatan
Sipil. Ada alat bukti lain yang bisa digunakan oledkim yaitu bukti fisik misalnya
kemiripan wajah, yang menunjukkan adanya hubungtaraanak dan orang tuanya
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3.2 Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalammengabulkan
perkara permohonan isbath nikah untuk pengajuan aké kelahiran anak
(Studi Putusan Nomor 0017 / Pdt.P / 2009 / PA.Jr)

Perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukan ungnagama Islam dapat
diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama. Peoman isbath nikah dapat
diajukan oleh pihak suami atau istri, anak-anakekerwali nikah dan pihak yang
berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Sesrgad putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor0017/Pdt.P/2009/PA.Jr permohshath nikah diajukan oleh
suami istri selaku pemohon. Permohonan tersebijukaia ke Pengadilan Agama
yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman kegeaohon dengan
menggunakan alasan pengesahan perkawinan dan &asamitu untuk mengurus
akta kelahiran anaknya. Permohonan yang diajukaeliat sudah memenuhi syarat,
yaitu dengan menggunakan dua alasan karena ped@weintara kedua pemohon
dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Kdm®ahun 1974 Tentang
Perkawinan.

Permohonan isbath nikah ini menggunakan upaya hukumgkat Peradilan
Agama yang merupakan Pengadilan tingkt pertama gaamgiliki kewenangan untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-ped@@ara orang-orang yang

beragama islam

Surat  permohonan yang diajukan oleh para pemohorom(x
0017/Pdt.P/2009/PA.Jr) dimana bermaksud memintagdeilan Agama Jember
untuk memberikan pengesahan nikah, yang nantinym#ien akan digunakan untuk
mengurus Akte Kelahiran anak dari para pemohon.oPghermasalahan dalam
perkara permohonan ini adalah para pemohon hendaigurus Akte Kelahiran
anaknya yang telah berumur 15 (lima belas) tahkan éetapi kehendaknya ditolak

dikarenakan para pemohon sebagai orang tua tidakilixieKutipan Akta Nikah
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yang merupakan salah satu syarat untuk mengurus Ké&tahiran tersebut. Tidak
memilikinya Kutipan Akta Nikah ini bukan karena pgremohon yang dalam hal ini
sebagai orang tua dari anak tersebut tidak tedi&ktm perkawinan, tetapi pada saat
perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 11 Agu&®80 menurut Agama
Islam di rumah orang tua pemohon !l di Dusun Ta@argoh 2 RT. 01 RW. Il Desa
Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember aipada saat pernikahan
tersebut terdapat wali nikah yaitu ayah pemohosdksi nikah, mas kawin berupa
uang sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) semgumapan ijabnya dilakukan oleh
tokoh setempat yang dihadiri oleh Pegawai Penddtath Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Dari pertkawya tersebut pemohon di
karuniai 1 (satu) orang anak yang saat ini telaludi@ 15 (lima belas) tahun. Akan
tetapi sampai saat ini para pemohon tidak pernahermaa kutipan akta nikah
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecanBéengsalsari Kabupaten
Jember dan setelah para pemohon mengurusnya terpgatkahan para pemohon
tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusgama Kecamatan Bangsalsari
Kabupaten Jember.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakialam pertimbangan
menyatakan bahwa perkara ini termasuk kompetensplath atau wewenang
Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasalt{23ydan ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jaiP48 Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtakngnUndang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pygkoahwa terhadap perkara
permohonan pengesahan nikah dapat dimintakan kgaB#gn Agama yang
berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikdda@etersebut dimana dalam
hal ini yang berwenang yaitu Pengadilan Agama Jembe

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana feki@asdMajelis Hakim
juga mengemukakan pendapatnya bahwa pernikahandylakgkan olen Pemohon |
dan Pemohon 1l telah memenuhi rukun dan syaratik@ran sebagaimana yang

dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 sampai 38 KomptHakum Islam dan antara
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Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada unsure larakgain sebagaimana dimaksud
oleh ketentuan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Naniahun 1974 Tentang
Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukuars Serta bahwa datil-dalil
permohonan yang diajukan oleh pemohon telah dajaikitkan oleh para
pemohon.dalil-dalil itu anatara lain yaitu buktrttéis dan bukti saksi. Lebih lanjut
Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada permahopengesahan nikah
tersebut bahwa meskipun demikian karena tujuan ltamicannya penetapan ini pada
pokoknya selain memperoleh kepastian hukum yan leénting lagi adalah untuk
kepentingan mengurus akte kelahiran anak-anak iang akibat perkawinan para
pemohon. Maka menilai bahwa tujuan dimohonkannyeetag@an ini adalah semata-
mata demi iktikad baik para pemohen.

Proses pemeriksaan perkara permohonan pengesaketm tersebut telah
sesuai dengan azas hukum acara yaitu Majelis Hdkiah berusaha sekeras-
kerasnya mengatasi dan menyelesaikan perkara pemaohpengesahan nikah
tersebut, dengan mengedepankan azas sederhartajae|pgaya ringan sebagaimana
yang diatur pada Pasal 58 ayat (2) Undang-Undangdi®0 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tah&9® I@ntang Peradilan
Agama Peradilan Agama yang berbunyi :

Pengadilan membantu para pencari keadilan dan d®usekeras-
kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangak tencapainya
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Azas sederhana, cepat dan biaya ringan telah @#akoleh Majelis Hakim

dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasivpedh ini. Di samping itu
dalam pertimbangannya hakim juga memenuhi 3 (&ga}y yang lainya yaitu :

1. Azas manfaat adalah setiap putusan ataupun penefgragadilan
terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya hemnar-benar demi
kebaikan dan bermanfaat bagi para pihak yang dexger
Dalam perkara ini Majelis Hakim telah mempertimdeargnya yaitu

walaupun dalam kenyataannya pernikahan para pembdtak tercatat
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pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan Basagsdabupaten
Jember tetapi karena untuk kepentingan yang lelehtipy yaitu

mengurus Akte Kelahiran anaknya maka memberikaretapan sah
perkawinan anatara Pemohon | dan Pemohon II. Yangnya penetapan
tersebut akan membawa manfaat yang lebih besapbegpihak.

2. Azas kepastian hukum adalah setiap perkara yarjgkdia kepada
Pengadilan Agama harus diperiksa dan diadili mentdukum Acara
Perdata yang berlaku. Hasil dari proses pemerikgaaharus menjadi
bahan pertimbangan Hakim dalam memberikan putusanpgnetapan.
Pada prinsipnya penetapan yang dijatuhkan Majelskifd yang
mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikaetapan
pengesahan perkawinan, berarti telah memberikaaskiep hukum bagi
para pihak untuk melakukan perbuatan hukum sesiagikannya yaitu
mengurus akte kelahiran anaknya.

3. Azas keadilan dalam hal ini tidak kalah penting dafak dapat
dikesampingkan, karena keadilan merupakan tujudurhuyang tidak
dapat dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bayaeakat.

Penetapan Majelis Hakim yang memberikan penetappsngesahan
perkawinan tersebut di satu sisi didasarkan atdsntiean peraturan
perundang-undangan berarti telah sesuai denganldedadikum. Di sisi

lain Penetapan Majelis Hakim yang memberikan p@aetapengesahan
perkawinan tersebut telah pula dapat terpenuhimgalilan secara moral
dan social, karena pada dasarnya penetapan terakdoutmemberikan

dampak positif bagi pemohon untuk mengurus aktahkeln anaknya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebuiadj Blakim Pengadilan
Agama Jember memberikan penetapan terhadap pey&arahonan tersebut yang
amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemachon;
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Menetapkan sah perkawinan anatara Pemohon | {pin—---) dengan
Pemohon Il (------ binti------ ) yang dilaksanakan daa tanggal 08
November 1980 di Dusun Taman Glugoh 2, Desa Badéaoamatan
Bangsalsari, Kabupaten Jember;

2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemadiog lyingga
kini dihitung sebesar Rp. 446.000

Penetapan putusan ini dijatuhkan di Jember padaSeain tanggal 15 Juni
2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadiiyiah 1430 H, oleh kami
Dra.H].KHOIRIYAH SYARQOWI sebagai Hakim Ketua Maig| Drs. H. HUSNUL
CHULUQ,SH.MH dan Drs. H. ASMU’l sebagai hakim-hakiinggota serta
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu jugaadakidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta AKHMMARJUKI, SH sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu jugandsidang terbuka untuk
umum yang dihadiri oleh Pemohon, karena berdasakkgentuan dalam Pasal 20
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekua&adnakiman dan juga
dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200$aiig@ Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Ranadgama, penetapan
dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyaiate@kihukum apabila
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbandah ®ajelis Hakim
dalam Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor:/RdiIF/2009PA.Jr, jadi
penetapan Pengadilan Agama Jember yang mengabp#tamhonan pengesahan
nikah tersebut telah sesuia karena telah mememrtintuan-ketentuan dalam Pasal 2
ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentargavinan serta ketentuan
Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan Fasaimpai 11 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo PasahB8%ai 44 Kompilasi Hukum
Islam. Penetapan Pengadilan Agama Jember tersegattglah dilakukan sesuai

prosedur yang benar karena perkara permohonan ssvage nikah telah pula sesuai
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dengan proses pemeriksaan dan tahapan-tahapanikssaer yang diatur dalam
hukum acara. Sehingga sangat sesuai dan logis Wdiaelis Hakim dalam
penetapannya tersebut disamping mengedepankakaagéan menurut hukum juga
tidak terlepas dari rasa keadilan berdasarkan ndarakosial.



BAB 4
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan dagkmbahasan maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Masalah kedudukan anak diatur dalam Undang-ap&omor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, yaitu pada Bab IX pasal 42 sampsal 47. Pasal 42
mengatakan : Anak yang sah adalah anak yang di&ahidi dalam atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara idegda yang sah itu
adalah perkawinan yang dilakukan menurut syarag) yhatur dalam pasal 2
Undang-undang Perkawinan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwakayang sah adalah
anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinangysah (pasal 99
Kompilasi Hukum Islam). Namun, status anak-anak gydahir dalam
perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagkidi luar kawin,
karena sifatnya tidak berlaku surut terhadap statuek yang dilahirkan
sebelum isbath nikah dilangsungkan. Oleh karenadgi@am akte kelahiran,
anak yang lahir sebelum kedua orang tuanya mengajigbath nikah tetap
sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang labielah kedua orang
tuanya mengajukan isbath nikah statusnya sebaghi sah yang lahir dalam
perkawinan.

Perkawinan sirri atau perkawinan yang dilakukeanurut agama Islam dapat
diajukan isbath nikahnya ke Pengadilan Agama. Pleoman isbath nikah
dapat diajukan oleh pihak suami atau istri, anakkanereka, wali nikah dan
pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tetsebesuai dengan
putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 0017/Pde®/R8.Jr
permohonan isbath nikah diajukan oleh suami istlalsi pemohon.
Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agam@ gaerah hukumnya
meliputi tempat kediaman kedua pemohon dengan nueradggn alasan

pengesahan perkawinan dan alasan lain yaitu unargurus akta kelahiran

a7
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anaknya. Permohonan yang diajukan tersebut sudamemai syarat, yaitu
dengan menggunakan dua alasan karena perkawinara &etdua pemohon
dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Namdahun 1974
Tentang Perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim jugangemukakan
pendapatnya bahwa pernikahan yang dilakukan oletoRen | dan Pemohon
Il telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan ssbema yang dimaksud
oleh ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukslam dan antara
Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada unsur larangamnk sebagaimana
dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 sampai 11 UndangrignNomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai 44 Kasigilukum Islam.
Serta bahwa dalil-dalil permohonan yang diajukahgemohon telah dapat

dibuktikan oleh para pemohon.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat di taberapa saran

yaitu :

1.

2.

Bahwa demi pelayanan kepada masyarakat pencanl&ea@éng umumnya
awam terhadap masalah hukum dalam praktek, setiddkengadilan Agama
memberikan penyuluhan mengenai syarat-syarat sgierkawinan sehingga
masyarakat menjadi tahu dan mengerti akan pentangeykawinan yang sah
baik menurut agama dan peraturan perundang-undaggag berlaku.

Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terRamnkawinan.

Akta kelahiran merupakan alat bukti autentik yargpat menunjukkan
kedudukan hukum seseorang. Maka disarankan kepatlap swarga
masyarakat untuk mencatatkan atau mendaftarkanstipexi kelahiran
anaknya. Masih banyak warga desa yang belum mdngdtagsi akta nikah
dalam kaitannya dengan akte kelahiran anak. Makaralkan diadakannya
penyuluhan tentang arti pentingnya pencatatan tpesisperkawinan dan

kelahiran, khususnya di desa-desa.



49

Dalam upaya menjawab bagaimana status hukum tggipetkawinan sirri di
mata hukum positif Indonesia perlu dipertimbangkajian yuridis tentang
nikah sirri dari aspek makna formal, makna mater@kna substansial dan
makna simbolik. Sehingga dengan demikian pemikpamihakan hukum
terhadap pihak yang menderita kerugian harus ad@nghengan hukum,
adalah merupakan perwujudan tanggung jawab negaltanésia sebagai
negara hukum, dimana semua tindakan aparatur negesyarakat dan

warga negara harus dapat dipertanggungjawabkaradmaieum.
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D. Internet:

http://adin.lib.unair.ac.iddiakses tanggal 25 Agustus 2009)

http.//www.suara_merdeka.co (diakses tanggal 25 Agustus 2009)

http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=34Rta-kelahiran

(diakses tanggal 25 Agustus 2009)

E. Lain-lain

Harian Pikiran Rakyat Bandung (Minggu, 19 Agust089
Mimbar Hukum No. 23 Thn. VI 1995

Mimbar Hukum No. 26 Thn. VIl 1996

Mimbar Hukum No. 31 Thn. Vill 1997

F. Wawancara
Wawancara dengan Bapak Khoirul Muhtarom, Hakim Bditgn Agama Jember

pada tanggal 1 April 2009



